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WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asl i  Daerah (PAD) Kota
Langsa d ipandang per lu  mengevaluasi  dan mengatur  kewenangan
pelayanan per i j inan dan non per i j inan yang d i l impahkan kepada Kantor
Pelayanan Per i j inan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada huruf  a ,
per lu  menetapkan suatu Peraturan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keist imewaan Propins i  Daerah Is t imewa Aceh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor IT2, f  ambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4110) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (  Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437)  sebagaimana te lah beberapa kal i  d iubah terakhi r
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undarrg-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang
Pemer intahan Daerah (  Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
Undang Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Per imbangan
Keuangan Antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran
Neqara Nomor 4438) ;

6.  Undang undanS. . /
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6.  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor62, Iambahan Lembaran Negara
Nomor 4633) ;

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,  Keci l  dan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ ik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038) ;
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar  Pelayanan Min imal  (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor l -50,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
U rusan Pemer i  n tahan Antara Pemer intah,  Pemer intaha n Daerah Prov i  ns i ,
dan Pemer intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 20 tahun 2008 tentang
Pedoman Organisas i  dan Tata Ker ja  Uni t  Pelayanan Per i j inan Terpadu Di
Daerah;

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) .

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan in i  yang d imaksud dengan;
1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2.  Pemer intahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemer intahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
sesuai  dengan fungsi  dan kewenangan masing masing;

3. Penrerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah
unsur  penyelenggara pemer intahan daerah kota yang terd i r i  a tas Wal ikota
dan Perangkat Daerah Kota;

4.  Wal ikota adalah Wal ikota Langsa;
5.  Satuan Ker ja  Perangkat  Daerah Kota yang selanjutnya d is ingkat  SKPD

adalah Perangkat  Daerah pada Pemer intahan Kota Langsa;
6.  Kantor  Pelayanan Per i j inan Terpadu adalah Kantor  Pelayanan Per i j inan

Terpadu Kota Langsa (KP2T);
7.  Kepala Kantor  Pelayanan Per i j inan Terpadu adalah Kepala Kantor

Pelayanan Per i j inan Terpadu Kota Langsa;
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g. I j in adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan

Q a n u n a t a u p e r a t u r a n | a i n n y a y a n g m e r u p a k a n b u k t i | e g a | i t a s ,
menyatakan ,ui" '  atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERUINAN

DAN NON PERIJINAN
Pasal 2

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu

Kota Langsa dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani

dokumen, menerbitkan dokumen peri j inan dan non peri j inan serta

menangani Pengaduan masYarakat;
(2) Apabila sewaktu-waktu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Langsa mendapat tugas kedinasan keluar daerah dan atau berhalangan

ru[u p"nundatanganan i j in dan atau non i j in di lakukan oleh pejabat

atasan.
(3) Melaksanakan penilaian kerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di

l ingkungan Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu Kota Langsa;

(4) Kewenangan penandatanganan peri j inan dan non peri j inan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) metiputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Kepala Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu Kota Langsa berkewenangan

untuk:
a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayan publik;

b. Menetapkan mekanisme peri j inan dan non peri j inan mulai dari

permohonan sampai dengan penyerahan i j in kepada pemohon sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi peri j inan dan non

peri j inan;
d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas peri j inan dan non

peri j inan ya ng dikeluarkan;
e. Menyampaikan kepada Walikota Langsa atas:

1. Laporan pelayanan peri j inan dan non peri j inan;

2. Laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli  Daerah yang diterima

oleh Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu Kota Langsa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan

Pasal 3 Peraturan ini Kepala Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu Kota Langsa

dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

di l ingkungan Pemerintah Kota Langsa serta instansi lain di luar Pemerintah

Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa memungut retribusi dari

setiap Uin dan non Uin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

(2) Kantor Pelayanan ..i&



(2) Kantor Pelayanan Peri j inan Terpadu Kota Langsa menyetor setiap
pener imaan pendapatan atas i j in  dan non i j in  kepada Bendahara Umum
Daerah dan menyampaikan laporan real isas i  set iap bulan kepada instans i
terkait.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan per i j inan dan non
per i j inan yang te lah d i terb i tkan te tap menjadi  kewenangan set iap Satuan Ker ja
Perangkat  Daerah Kota Langsa menurut  b idang dan jen is  masing-masing.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bidang, jerr is peri j inan dan rron peri j i rran tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i  peraturan in i .

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Segala b iaya yang t imbul  ak ibat  d i te tapkannya Peraturan in i  d ibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.

Pasal 9

(1)  Dengan d i te tapkannya Peraturan in i  maka segala ketentuan yang
ber tentangan dengan Peraturan in i  d inyatakan t idak ber laku lag i .

(2)  Hal  ha l  yang belum cukup d iatur  da larn Peraturan in i  sepanjang mengenai
ketentuan pelaksanaannya akan d iatur /d i te tapkan leb ih lan jut  sesuai
dengan ketentuan yang ber laku.

Pasal 10

Peraturan in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
Agar  set iap orang mengetahuinya memer intahkan pengundangan Peraturan
in i  dengan penempatannya dalam Ber i ta  Daerah Kota Langsa.

Di te tapkan d i  Langsa
pada tanggal  23 Pebruar i  2010 M

9 Rabiu l  Awal  1431 H

/7.9 zu
Dundangkan d i  Langsa
pada tanggal  23 Pebruar i  2010 M

9 Rabiu l  Awal  1431 H

SEKRETA

fr

H KOTA LANGSA,

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2O1O NOMOR244



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2O1O

TANGGAL 23 Pebruari  2010 M

M

KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERUINAN

KEPADA KANTOR PELAVANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA

KEWENANGAN PERUINAN

I. BTDANG ESDM

1. I j in Pengambilan Bahan Gal ian Gol C

2. I j in Lokasi Pendir ian SPBU/SPDN dan lainnya

3. I j in Penimbunan BBM s 3 ton

4. I j in Pengelolaan Air  Tanah dan Air  Permukaan

n. BIDANG KEBUDAYAAN & PARIWISATA

1. I j in Usaha Pariwisata

nI. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. I j in Mendir ikan Bangunan ( lMB)

2. I j in Usaha Jasa Konstruksi

tV. BIDANG PERINDUSTRLAN

1. Tanda Daftar Industr i

2.  I j in Usaha Industr i  f lUI)

V. BIDANG PERDAGANGAN

1. I j in Usaha Perdagangan (SIUP)

2. Tanda Daftar Perusahaan ODP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)

VT. BIDANG PERTANI,AN DAN KETAHANAN PANGAN

1. I j in Usaha Peternakan

2. I j in Usaha dan Hasi l  Usaha Perkebunan

Vn. BIDANG KESEHATAN

1. I j in Sarana Kesehatan mel iput i :

a.  I j in Rumah Sakit  Pemerintah/Swasta kelas C dan kelas D

b. I j in Kl inik Kesehatan

c. I j in Rumah Bersal in

d. i j in Pengobatan Tradisional

2. I j in Apot ik

3. Ijin Toko Obat

4 .  I j i n  A i r  M inum Is i  U lang

s. I j in Opt ik

6. Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Swasta

7. I j in Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi  dan Spesial is

8. Ijin Praktek Apoteker/Asisten Apoteker

9. I j in Praktek Bidan

10. I j in Kerja dan Praktek Perawat

11. Ijin Praktek Fisioterapi

u11. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. I j in Usaha Perikanan (SIUP) dan Kelautan, mel iput i  :

a.  I j in Usaha Perikanan dan Kelautan Penangkapan Ikan dan Hasi l  Kelautan lainnya

b. I j in Usaha Perikanan Budidaya Ikan dan Hasi l  Perairan lainnya

c. I j in Usaha Perikanan, Pengumpulan dan Penyaluran, Pengangkutan, Pengolahan dan
Pengawetan Hasi l  Perikanan dan Hasi l  Perairan Lainnya

2. I j in Penangkapan ikan (SIPi)  dan I j in Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

IX. BIDANG KOMUNIKA" y'



x. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.  I j in  Menara  Te lekomunikas i

X. BIDANG PENDIDIKAN

1.  I j rn  Pend i r ian  Ins t i tus i /Lembaga Pend id ikan Swasta

xI.  BIDANG UMUM

1.  I j in  Gangguan (HO)

2.  I j i n  Tempat  Usaha (S ITU)

3 .  I j i n  Rek lame

4.  I j in  Pengusahaan dan Penge lo laan Penangkapan Sarang Burung Wale t f l j i n  Wale t

5 .  I j i n  Lokas i  Pedagang Kak i  L lma (PKL)

6 .  I j i n  Lokas t

Xn. BIDANG KOPERASI DAN UKM

1.  Badan Hukum KoPeras i

Xru. BIDANG KEHUTANAN

1.  I j in  Usaha Pemanfaatan  Has i l  Hutan  Kayu/Hutan  Rakyat

KEWENANGAN NON PERIJINAN

I. BIDANG KEHUTANAN

1. Rekomendasi I j in Usaha Pemanfaatan Hasi i  Hutan Kayu Pada Hutan Alam/Restorasi  Ekosistem

(ruPHHK HA/RE)
2 .  Rekomendas i  I j i n  Usaha Pemanfaatan  Hasr l  Hutan  Kayu Pada Hutan Tanaman 0UPHHK HT)

3 .  Rekomendas i  I j i n  Usaha Pemanfaatan  Has l l  Hutan  Bukan Kayu ( IUPHHBK)

4. Rekomendasi I j in Pemanfaatan Kayu ( lPK)

5 .  Rekomendas i  I j rn  P in jam Paka i  Kawasan

6.  Rekomendas i  I j i n  Surve i /Penye l id ikan  Umum/Eksp loras i  Pef tambangan d i  Kawasan Hutan

BIDANG PERTANI"AN DAN KETAHANAN PANGAN

1.  Rekomendasr  I j rn  Usaha Peternakan

BIDANG ESDM

1.  Rekomendas i  I j i n  Pengambi lan  dan Pemanfaatan  A i r  Permukaan

2.  Rekomendas i  I j i n  Pengambr lan  dan Pemanfaatan  A i r  Laut  yang D igunakan dr  Dara t

3 .  Rekomendasr  I j in  Pen imbunan dan Peny impanan Bahan Bakar  Minyak  (BBM)

BIDANG PERHUBUNGAN

1.  Rekomendas i  Penetapan Pe laksanaan Pengoperas ian  Pe labuhan Reg iona l

2 .  Rekomendas i  Sura t  i j i n  Penetapan Pe laksanaan Pembangunan Pe labuhan Reg iona l

3 .  Rekomendas i  Sura t  I j i n  Penetapan Batas  L ingkungan Ker .1a  dan Daerah L ingkungan Kepent ingan

Pelabuhan Reg iona l

4 .  Rekomendas i  Sura t  I j i n  Per t imbangan Tekn is  Untuk  Penambahan dan/a tau  Pengembangan

Fas i l i tas  Pokok  Pe labuhan Reg iona l

BIDANG KETENAGAKERJAAN

1.  Rekomendas i  I j i n  Operas iona l  Perusahaan Penyed ia  Jasa Tenaga Ker la /Buruh

BIDANG SOSIAI

1. Rekomendasi Surat I j in Kegiatan (SIK) Usaha Kesejahteraan Sosial  (UKS)

2 .  Rekomendas i  Sura t  l i i n  Taman Pen i t rpan Anak (TPA)

BIDANG KOPERASI

1 .  Badan Hukum Koperas i
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